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PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR {3 TAHUN 2008
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

hahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah periu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan
Perindustrian dan Perdagangan,

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang
Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 786,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3259);



Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah Dan Retrusi Daerah Sebagaimana
Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor
34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3814},

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821); '

Undang - Undang Namor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi  Kepulauan  Riau
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik !ndonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985
tentang Wajib Pembebasan Untuk Ditera Dan
Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-
Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3283),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

Peraturan Menteri Perdagangan  Republik
indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tanggal
29 Maret 2006 tentang Pengawasan dan
Pengendalian impor, Pengedaran dan Penjualan,
dan Perizinan Minuman Beralkohot;

Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tanggal

20 Juli 2007 tentang Angka Pengenal lmportir

(API).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUS!
PELAYANAN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakédd dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adaiah Gubernur dan perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sefanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

5. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD
adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
nemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat
DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

7 Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Kepulauan Riau.

T{/f/,/
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Unit Pelaksana Teknis yang sefanjutnya disebut UPT adalah unsur
pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang
yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah
kabupaten/kota.

Kepala UPT adalah Kepala UPT Metrologi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Kepuiauan Riau.

Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah Berupa Usaha dan
Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan
lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retibusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi
retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan
tertentu.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau
badan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa usaha yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena
pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang
pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan,
pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi
kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD
adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang
terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan
tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya
disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah
yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan
permohonan.
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Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumian kredit retribusi lebih
besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan iainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
refribusi berdasarkan peraturan pertndang-Undangan retribusi
daerah.

Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

Pegawai Berhak adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di UPT
Metrologi — Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi
Kepulauan Riau yang telah lulus pendidikan dan pelatihan sebagai
Penera yang diberi hak oleh Menteri untuk melakukan Pengelolaan
Standar dan Laboratorium, Menera/Tera Ulang UTTP, Pengawasan
UTTP dan BDKT (Barang dalam Keadaan Terbungkus) serta
penyuluhan kemetrologian.

Reparatir adalah orang atau badan hukum yang telah memenuhi
persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan perbaikan/pelayanan
purna jual UTTP.

Tera ialah rangkaian kegiatan pemeriksaan, pengujian dan
pembubuhan Cap Tanda Tera terhadap alat-atat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang baru atau belum pernah
digunakan.

Tera Ulang ialah rangkaian kegiatan pemeriksaan, pengujian dan
pembubuhan Cap Tanda Tera terhadap alat-alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya yang telah ditera.

Pemeriksaan Tera ialah rangkaian kegiatan pemeriksaan
administrative, konstruktif, type alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang
berlaku.

Pengujian ialah rangkaian kegiatan pembandingan alat-alat Ukur,
Takar, Timbang dan Perlengkapannya dengan standar untuk
menentukan kesalahan penunjukan, kemampuan ulang, dan
kepekaan dari alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya
sebagai syarat-syaral metrologis dengan batasan yang telah
ditetapkan untuk masing-masing alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya.
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Pembubuhan Cap Tanda Tera ialah Pembubuhan Cap Tanda Tera
terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang
ditera/tera ulang dan kalibrasi sesuai peraturan perundangan yang
berlaku.
Wajib Retribusi yang selanjutnya disebut Wajib Tera adalah orang
pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
Minuman Beralkoho! adalah minuman yang mengandung ethanol
yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung
karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi
tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih
dahulu atau tidak, menambahkan bahan iain atau tidak, maupun
yang diproses dengan cara cara mencampur konsentrat dengan
ethano! atau dengan cara pengenceran minuman mengandung
ethanol.

Minuman beralkchal dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a. Minuman Beratkohol Golongan A adalah Minuman Beralkoho!
dengan kadar ethanol {CHsOH) 1% (satu perseratus) sampai
dengan 5% (lima perseratus),

b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah Minuman Beralkohol
dengan kadar ethanol (Cz;HsOH) lebih dari 5% (lima perseratus)
sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);

c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman Beralkohol
dengan kadar ethanol lebih dari 20% (lima perseratus) sampai
dengan 55% (lima puluh lima perseratus};

Toko Bebas Bea (TBB) adalah bangunan dengan batas-batas

tertentu yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha

menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean
kepada warga negara asing fertentu yang bertugas di Indonesia,
orang yang berangkat keluar negeri atau orang yang datang dari luar
negeri dengan mendapatkan pembebasan Bea Masuk, Cukai dan

Pajak atau tidak mendapatkan pembebasan.

Angka Pengenal Impor disingkat API adalah tanda pengenal sebagai

importir yang harus dimifiki setiap perusahaan yang melakukan

perdagangan impor.

Angka Pengenal Impor (AP ) terdiri dari :

a. Angka Pengenal Impor Umum (API-U)

b. Angka Pengenal Impor Produsen (API-P)
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BAB
GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI
Paragraf 1
Jenis Pelayanan dan Kewajiban
Pasal 2

Retribusi adalah pelayanan di bidang Perindustrian  dan

Perdagangan yang diberikan :

a. Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya (UTTP) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Metrologi;

b. Pengurusan Siup-Mb dan Angka Pengenal Impor (API).

Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan di bidang

Perindustrian dan Perdagangan.

Golongan Retribusi adalah retribusi jasa umum terdiri dari :

a. Sidang Tera/Tera Ulang (STU) baik dikantor maupun diluar
kantor. o i

b, Tera/Tera Ulang di tempat pakai wajib mengajukan permohonan
kepada UPT Metrologi Disperindag Provinsi Kepulauan Riau

¢. Siup-Mb dan Angka Pengenal Impor (AP).

Uniuk mendapatkan pelayanan Perindustrian dan Perdagangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1.b) orang pribadi atau badan

harus mengajukan permochonan kepada Gubernur atau pejabat yang

ditunjuk.

Paragraf 2
Objek, Golongan, Nama dan Subjek
Pasal 3

Pelayanan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah objek
yang dikenakan retribusi.

Atas pelayanan pemakaian sarana dan prasarana Perindustrian dan
Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a
dipungut Retribusi Jasa Umum

Atas pelayanan Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 2 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi Perizinan
Tertentu



(4)

(©)
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(1) Prinsip penetapan

sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah objek yang
dikenakan retribusi.

Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan dan atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a.

Subjek retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan
yang menggunakan dan/atau menikmati pelayanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (2) adalah Waijib Retribusi.

Paragrat 3

M ara Manmnlr Tinakat Pennaiimnaan .
arit Heg 13%a

rpbusl Fermakdiait nekayoarnr  ooorort
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah dengan
memperhatikan biaya investasi, biaya perawatan/pemeliharaan,
biaya penyusutan, biaya asuransi, biaya rutin/periodik yang berkaitan
dengan penyediaan jasa, biaya asuransi umum yangd mendukung
penyediaan jasa untuk memperoieh keuntungan yang layak
sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha
swasta sejenis, serta beroperasi secara efisien dengan orientasi
pada harga pasar.

(Prinsip  penetapan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) adalah dengan mengedepankan
kepentingan umum)



(2) Prinsip penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu Bidang
Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (3) adalah dengan memperhatikan biaya investasi,
biaya perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya asuransi,
biaya rutinfperiodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan
jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan sebagaimana dimaskud
dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a Jenis dan Tarif Retribusi Tera/Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar,
Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) pada Unit Pelaksana Teknis
Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;

10
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JENIS UTTP

UKURAN PANJANG

Sampai dengan 2 Meter

Lebih dari 2 Meter s/d 10 Meter

Lebih panjang dari 10 Meter, tarif 10 Meter
ditambah untuk tiap 10 Meter atau
bagiannya dengan :

TAKARAN KERING ATAU TAKARAN
BASAH

Sampai dengan 2 liter

Lebih dari 2 liter sampai dengan 25 liter
| ebih besar dari 25 liter

Pemaras

BEJANA UKUR

Kapasitas kurang dari 50 liter

Kapasitas 50 liter sampai dengan 200 liter
Kapasitas lebih dari 200 liter sampali
dengan 1000 liter

Kapasitas 1000 liter lebih

ANAK TIMBANGAN

Anak Timbangan Biasa 1 kg dan kurang
Anak Timbangan Biasa 2 kg dan 5 kg
Anak Timbangan Biasa 10 kg s/d 50 kg
Anak Timbangan Halus 1 kg dan kurang
Anak Timbangan Halus Lebih dari 1 kg
Anak Timbangan Hatus Kecil dari 1 kg

TIMBANGAN MEKANIK

DACIN LOGAM

Kapasitas 25 kg dan kurang
Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg
Kapasitas lebih dari 100 kg

PENGESAHAN
TERA

(Rp)

2.000,-
4.000,-

4.000,-

2.000 -
3.000,-
5.000,-
1.000,-

20.000,-
30.000,-
40.000,-

50.000,-

1.000,-
2.000,-
5.000,-
2.000,-
3.000,-
2.000.-

5.000,-
8.000,-
10.000,-

PENGESAH
AN TERA
ULANG

(Rp)

1.000,-
2.000,-

2.000,-

1.000. -
1.500,-
2.500,-

500.-

10.000,-
15.000,-
20.000,-

25.000,-

500,-
1.000,-
2.000.-
1.000.-
1.500,-
1.000,-

2.500,-
4.000,-
5.000,-



TIMBANGAN MEJA
Timbangan Meja kapasitas 25 kg dan
kurang

TIMBANGAN SENTISIMAL

Kapasitas 250 kg dan kurang

Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg
Kapasitas lebih dari 1.000 kg

TIMBANGAN PEGAS
Kapasitas 25 kg dan kurang
Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg
Kapasitas ebih dari 100 kg

TIMBANGAN BOBOT INGSUT
Kapasitas 250 kg dan kurang

Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg,

Kapasitas lebih dari 1.000 kg

TIMBANGAN CEPAT

Kapasitas 25 kg dan kurang

Kapasitas lebih dari 25 kg s/d 100 kg
Kapasitas iebih dari 100 kg s/d 1.000 kg
Kapasitas lebih dari 1.000 kg

TIMBANGAN KUADRAN / SURAT
Kapasitas 25 kg dan kurang

NERACA

Neraca Biasa
Neraca Emas
Neraca Obat

TIMBANGAN ELEKTRONIK
TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS Il
(HALUS)

Kapasitas 10 kg dan kurang

TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS Il
(SEDANG) -

Kapasitas 10 kg dan kurang

Kapasitas lebih dari 10 kg s/d 50 kg
Kapasitas lebih dari 50 kg s/d 250 kg
Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg
Kapasitas lebih dari 1.000 kg

5.000,-

10.000,-
15.000,-
20.000,-

8.000,-
10.000,-
12.000,-

15.000,-
20.000,-
25.000,-

10.000,-
15,000 -

20.000,-

25.000,-

5.000 -

5.000,-
10.000,-
15.000,-

20.000,-

15.000,-
20.000,-
30.000,-
40.000,-
50.000,-

2.500,-

5.000,-
7.500,-

10.000,-

4.000,-
5.000,-
6.000,-

7.500,-
10.000,-
12.500,-

5.000,-
7.500,-
10.000.-
12.500,-

2.500,-

2.500.-
5.000.-
7.500 -

10.000,-

7.500,-
10.000,-
15.000,-
20.000.-
25.000,-



TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS IV

{ BIASA)

Kapasitas 10 kg dan kurang 10.000.- 5.000,-
Kapasitas lebih dari 10 kg s/d 50 kg 15.000,- 7.500,-
Kapasitas iebih dari 50 kg s/d 250 kg 20.000,- 10.000,-
Kapasitas lebih dari 250 kg s/d 1.000 kg 25.000,- 12.500,-
Kapasitas lebih dari 1.000 kg 30.000,- 15.000,-

TIMBANGAN JEMBATAN
TIMBANGAN JEMBATAN MEKANIK
Kapasitas Maksimum datam ton dikalikan

dengan 6.000,- 3.000,-
TIMBANGAN JEMBATAN

ELEKTRONIK

Kapasitas Maksimum dalam ton dikalikan 7.500,- 4.000,-
dengan

TIMBANGAN JEMBATAN 2 ( DUA)

INDIKATOR

Kapasitas Maksimum datam ton dikalikan 13.500,- 7.000,-
dengan

TIMBANGAN BAN BERJALAN

Kapasitas 100 ton/h dan kurang 150.000,- 150.000,-
Kapasitas 100 ton/h s/d 500 ton/h 300.000,- 300.000,-
Kapasitas lebih dari 500 ton/h 450.000,- 450.000,-
METER TAKSI

Pengujian berdasarkan Jarak dan Waktu 10.000,- 5.000,-

ALAT UKUR ARUS

METER ARUS BAHAN BAKAR

MINYAK

Kapasitas 100 ki/h dan kurang 30.000,- 30.000,-
Kapasitas 100 kl/h s/d 500 ki/h 50.000,- 50.000,-
Kapasitas 500 ki/h s/d 10.000 ki’h 100.000,- 100.000,-
METER ARUS INDUK

( MASTER METER )

Kapasitas 100 ki/h dan kurang 60.000,- 60.000,-
Kapasitas 100 ki/h s/d 500 ki/h 100.000,- 100.000,-
Kapasitas 500 kl/h s/d 10.000 kifh 200.000,- 200.000,-



POMPA UKUR BAHAN BAKAR

MINYAK

Bahan Bakar Murni setiap Pesawat 30.000,-
( Nozzle )

METER GAS TEKANAN RENDAH/

TINGGI 2.000,-
Kapasitas 10 ki/h dan kurang 3.000,-
Kapasitas 10 kI/h s/d 300 ki/h 5.000,-
Kapasitas 300 ki/h s/d 500 ki/h 10.000,-
Kapasitas lebih dari 500 kl/h 50.000,-
Meter Gas Induk 150.000,-
Meter Gas Orifis

METER AIR 2.500,-
Kapasitas 10 ki/h dan kurang 5.000,-
Kapasitas 10 kI/h s/d 100 kih 10.000,-
Kapasitas lebih dari 100 ki/h

METER LISTRIK 7.000,-
Meter Kerja 3 Fasa 2.500,-
Meter Kerja 1 Fasa 55.000,-
Meter Induk 3 Fasa " 30.000,-
Meter Induk 1 Fasa 2.000,-
Meter Pembatas Arus

ALAT UKUR VOLUMETRIK

METER PROVER

Kapasitas 2.000 liter dan Kurang { Seksi 100.000,-
Kapasitas 2.000 s/d 10.000 liter ! Seksi 200.000,-
Kapasitas 10.000 liter dan Lebih / Seksi 300.000,-
ALAT UKUR DARI GELAS

Setiap 1 ml dikalikan dengan 100,-
TANGKI UKUR TETAP DAN TANGKI

APUNG

Silinder Tegak dan Tangki Ukur Bola :

Kapasitas 1.000 ki dan kurang 150.000,-
Kapasitas lebih dari 1.000 kl s/d 3.000 ki 250.000,-
Kapasitas lebih dari 3.000 ki s/d 5.000 ki 300.000,-
Kapasitas lebih dari 5.000 ki s/d 10.000 «l 350.000,-
Kapasitas lebih dari 10.000 Kl 400.000,-

15.000,-

2.000,-
3.000,-
5.000,-
10.000,-
50.000,-

150.000,-

2.500,-
5.000,-
10.000.-

7.000,-
2.500,-
55.000,-
30.000,-
1.000,-

100.000.,-
200.000,-
300.000,-

100,-

150.000,-
250.000,-
300.000,-
350.000,-
400.000,-
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Silinder Datar :

Kapasitas 1.000 liter dan kurang
Kapasitas lebih dari 1.000 liter s/d 3.000
liter

Kapasitas lebih dari 3.000 liter s/d 5.000
liter

Kapasitas lebih dari 5.000 liter

TANGKI UKUR GERAK
Tangki Ukur Mobil, Cikar dan Wagon :
Setiap 100 liter dikalikan dengan

Tangki Ukur Tongkang, Tangker dan
Tangki Ukur Pindah :

Kapasitas 1.000 kl dan kurang
Kapasitas lebih dari 1.000 kI s/d 3.000
Kapasitas lebih dari 3.000 kI s/d 5.000 kI

Kapasitas lebih dari 5.000 ki s/d 10.000 kl

Kapasitas lebih dari 10.000 kI

ALAT UKUR TINGGI, WAKTU, SUDUT,

SUHU & LAINNYA

Alat Pencap Kartu Otomatis ( printer/
recorder )

Alat Pencap Kartu Tidak Otomatis
Meter Kadar Air

Alat Ukur Textile, Kabel dan sejenisnya
Alat Ukur Tinggi

Alat Ukur Permukaan Cairan { Level
Gauge ) Mekanik

Alat Ukur Permukaan Cairan ( Level
Gauge ) Elektronik

Stop Watch ( Pengukur Waktu )
Speedometer ( Penghitung Kecepatan )
Ralentometer ( Meter Rem }

Meter Parkir

Neraca Analitis

Neraca Subsitusi

Thermometer

Wadah Curah setiap liternya dikalikan
dengan

Mesin / Alat Ukur Luas

Alat Ukur Sudut

Block Gauge ( Balok Ukur )

125.000,-
150.000,-

175.000, -

200.000,-

400,-

200.000,-
250.000,-
300.000,-
350.000,-
400.000,-

15.000,-

10.000,-
15.000,-
15.000,-
5.000,-
62.500,-

100.000.-

10.000,-
15.000,-
15.000,-
10.000,-
20.000,-
20.000,-
10.000. -
5.000,-

5.000,-
5.000,-
5.000,-

125.000,-
150.000,-

175.000,-

200.000,-

400,-

. 200.000,-

250.000,-
300.000,-
350.000,-
400.000,-

10.000,-

7.500,-
10.000,-
15.000,-
5.000,-
62.500,-

100.000,-

10.000,-
10.000,-
10.000,-
10.000,-
20.000,-
20.000,-
10.000,-
5.000.-

5.000.-
5.000.-
5.000,-



Micrometer \ 10.000,- 40.000,-

Aerometer dan Densimeter 5.000 - 5.000,-
Perlengkapan Meter Arus BBM 20.000,- 20.000,-
Periengkapan Meter Gas Orifis 10.000,- 10.000,-
Meter Standar 20.000,- 20.000,-
Alat — alat Ukur Presisi lainnya 20.000,- 20.000,-

b. Penerbitan SIUP-MB Golongan B dan C untuk toko bebas bea

dikenakan retribusi perizinan sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta
Rupiah) dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun.

Penerbitan Angka Pengenal impor Umum (API-U), Angka Pengenal
Impor Produsen (API-P) dikenakan retribusi sebesar Rp.500.000,-
(lima Ratus Ribu Rupiah) dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

BAB 1l
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3)

“4)

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 9

Wajib Retribusi Tera yang yang berdomisili diluar wilayah Provinsi
Kepulauan Riau dan memiliki objek retribusi diwilayah Provinsi
Kepulauan Riau wajib menera dan menyelesaikan biaya retribusinya
diwilayah Kepulauan Kepulauan Riau.

Setiap Wajib Retribusi baik yang berdomisili diwilayah Provinsi
Kepulauan Riau maupun yang berdomisili diluar wilayah Provinsi
Kepulauan Riau dan memiliki objek retribusi diwilayah Provinsi
Kepulauan Riau wajib menyampaikan data objek dan subjek
retribusi.

Realisasi Tera/Tera Ulang yang dimaksud pada Ayat (1) dan Data
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) merupakan bahan pendataan
bagi unit pemungut retribusi.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.



()

(1)

BAB V
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 10

Penetapan besarnya Retribusi terutang dihitung berdasarkan atas
perkalian antara tarif dengan tingkat pengguna jasa.

Penetapan sebagaimana dimaksud Ayat (1) didasarkan atas
permohonan yang diajukan oleh Waijib Retribusi.

Atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Terhadap Wajib Retribusi yang tidak mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan setelah diadakan
pemeriksaan maka diterbitkan SKRD secara jabatan dengan
pengenaan retribusi sebesar jumiah pokok retribusi yang terutang
ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus per seratus) dari pokok retribusi yang terutang.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diketemukan data baru
dan/atau data yang semula belum terungkap menyebabkan
penambahan retribusi terutang, maka diterbitkan SKRD tambahan
dengan pengenaan retribusi sebesar jumiah pokok retribusi
tambahan dengan pengenaan retribusi  sebesar jumlah pokok
retribusi tambahan yang terutang ditambah sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 50% (lima puiuh per seratus) dari pokok
retribusi tambahan terutang.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 5 pasal ini,
tidak berlaku bagi Retribusi Tera/Tera Ulang

Pasal 11

Bentuk dan isi SKRD atau dokumen jainnya yang dipersamakan
dengan SKRD Jabatan, SKRD Tambahan ditetapkan oleh Gubernur.
Atau pejabat yang ditunjuk.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penetapan
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

3



(1)

(@)

3)

©)

BAB VI
PEMBAYARAN
Pasal 12

Pembayaran retribusi tera dilakukan dikantor melalui Bendaharawan
Khusus penerima atau ditempat  lainnya melaiui Kuasa
Bendaharawan Khusus Penerima dengan menggunakan SKRD atau
Dokumen lainnya yang dipersamakan, secara tunai sebelum UTTP
yang disahkan diserahkan kepada pemilik/kuasanya

Pembayaran retribusi dilakukan dikantor atau instansi yang ditunjuk
sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan:

a. SKRD;

b. Dokumen lainnya yang dipersamakan;,

c. SKRD Jabatan;

d. SKRD Tambahan;

e. STRD.

Jatuh tempo pembayaran, penundaan pembayaran, dan bentuk dan
isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Gubernur.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara
junas/atau sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf ¢, huruf d, dan huruf e ‘Wajib Retribusi dapat mengajukan
permohonan pembayaran secara angsuran kepada Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk.

Tata penyelesaian pembayaran secara angsuran sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Gubernur.

Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar retribusi sesuai
dengan wakiu pembayaran yang telah ditentukan sebagaimana,
dimaksud pada ayat (2) huruf &, huruf ¢, huruf d, dan huruf e Wajib
Retribusi dapat mengajukan permohonan kepada Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk.

Tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) ditetapkan olen Gubernur.

Apabila pembayaran retribusi  dilakukan setelah jatuh  tempo
pembayaran yang tetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3), ayat (5)
dan ayat (7) atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua per seratus) setiap
bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

Bentuk dan isi STRD ditetapkan oleh Gubernur.

18
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BAB ViI
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 13

(1) SKRD, dokumen lainnya yang dipersamakan, SKRD tambahan,
SKRD Jabatan dan STRD dibukukan menurut golongan, jenis dan
ruang lingkup.

(2) Tata cara pembukuan ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Tata cara pembukuan Retribusi Tera/Tera Ulang ditetapkan oleh
Departemen Teknis yang membidangi Metrologi

Pasal 14

Tata cara pelaporan penerimaan retribusi ditetapkan oleh gubernur

BAB VIl
PENAGIHAN
Pasal 15

(1) Surat peringatan/ surat teguran merupakan awal tindakan
pelaksanaan penagihan retribusi.

(2) Penerbitan surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam SKRD,
SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.

(3) Penerbitan surat teguran wajib dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam,
SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.

(4) Dalam jangka wakiu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran,
Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(5) Bentuk, isi surat peringatan dan surat teguran ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.

(6) Pejabat yang berwenang melakukan penagihan bertanggung jawab
sepenuhnya dalam hal penagihan retribusi menurut Peraturan
Daerah ini.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 6 pasal ini ,
tidak berlaku bagi Retribusi Tera/Tera Ulang

19
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(1)

(4)

BAB IX
KADALUARSA PENAGIHAN
Pasal 16

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah

melampaui jangka waktu 3 (tahun) terhitung sejak terutangnya

retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana

dibidang retribusi.

Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) tertangguh apabila:

a  Diterbitkan Surat Teguran, atau,

p. Ada pengakuan utang retribusi dari Waijib Retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

Tata cara penentuan kadaiuwarsa penagihan retribusi ditetapkan

oleh Gubernur.

Pejabat yang berwenang melakukan penagihan wajib memberi

pertanggung jawaban mengenai terjadinya kadaluarsa atas

penagihan retribusi.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 4 pasal ini,

tidak berlaku bagi Retribusi Tera/Tera Ulang

BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
Pasal 17

Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 dapat dilakukan penghapusan.

Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan

permohonan penghapusan piutang dari Dinas Pendapatan Daerah.

Permohonan penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sekurang — kurangnya harus memuat :

a. Nama dan alamat Wajib Retribusi.

b. Jumlah Piutang Retribusi.

¢. Tahun Retribusi.

Permohonan penghapusan retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dengan melampirkan :

a.  Bukti salinan/ tindasan SKRD, SKRD jabatan, SKRD Tambahan
dan STRD;

b. Surat keterngan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah bahwa
piutang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagt;

c. Daftar piutang retribusi yang tidak tertagih.



(5) Berdasarkan permeohonan penghapusan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Gubernur menetapkan penghapusan piutang retribusi
dengan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan Tim yang
dibentuk oleh Gubernur.

(6) Pelaksanaan lebih lanjut penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan
oleh Gubernur.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 6 pasal ini,
tidak beriaku bagi Retribusi Tera/Tera Ulang

BAB Xl
KEBERATAN
Pasal 18

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, SKRD Tambahan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hat Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan
retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran
ketetapan retribusi tersebut. _ -

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal ketetapan retribusi diterbitkan, kecuali apabila
Waijib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(5) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Gubernur tidak
menetapkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4 maka
keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. .

(6) Kewajiban untuk membayar retribusi tidak tertunda dengan
mengajukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 6 pasal ini,
tidak berlaku bagi Retribusi Tera/Tera Ulang

BAB Xli
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUS!
Pasal 19
(1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

pembebasan retribusi atas permohonan atau tanpa adanya
permohonan dari Wajib Retribusi terhadap hal — hal tertentu.



(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh
Gubernur.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 2 pasal ini,
tidak berlaku bagi Retribusi Tera/Tera Ulang

BAB Xlil

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan
terhadap SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/
atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah.

(2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhitafan
Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

b. Mengurangkan atau pembatalan, ketetapan retribusi yang tidak
benar. '

(3) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi
administrasi, pengurangan atau pembataian ketetapan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
disampaikan secara tertulis kepada Gubernur paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD, SKRD Jabatan, SKRD.

Tambahan dan STRD dengan memberitahukan alasan yang jelas.

(4) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3(tiga) bulan sejak
surat permohonan diterima harus memberikan keputusan.

(5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sejak surat permochonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubemnur atau pejabat yang
ditunjuk  tidak memberikan  keputusan, maka permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga
atau pembatalan ketetapan retribusi dianggap diterima.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 4 pasal ini,
tidak berlaku bagi Retribusi Tera/Tera Ulang :

N
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(2)

3)

(4)

%)

(6)

(7)

(1)

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 21

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Waijib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk.

Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan  pengembalian  pembayaran retribusi  dianggap
dikabutkan dan SKRDLB harus diterbitkan daiam jangka waktu paling
lama 1{satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi fainnya,
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang
retribusi tersebut.

'Pengembalian  kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
2(dua) buian sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat jangka waktu 2(dua) bulan, Gubernur memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. .
Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai 7 pasal ini,
tidak berlaku bagi Retribusi Tera/Tera Ulang

BAB XV
PEMERIKSAAN
Pasal 22

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah ini.
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(2) - Waijib Retribusi yang diperiksa wajib :

a.

b.

c

Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan
serta dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi;
Memberikan kesempatan kepada petugas yang ditunjuk untuk
memasuki tempat atau ruangan yang dianggap memberikan
bantuan guna kelancaran pemeriksaan,

Memberikan keterangan yang dianggap periu.

(3) Tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasai 23

(1)  Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

(2)  Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan- meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas,

meneliti. mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang

dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang.

Retribusi;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,

24,
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(3)

(1)

(1)

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana huruf e ayat ini;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan,

k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang

dapat dipertanggungjawabkan.
Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum , melalui Penyidik Pejabat Kepolisi Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Waijib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam dengan pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat)

kali jumlah Retribusi yang terutang.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
pelanggaran tindak pidana retribusi.

BAB XVl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 256

Gubernur dapat menetapkan penyesuaian tarif retribusi jasa umum
dan jasa usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini,
apabila penyediaan jasa dimaksud menggunakan bahan/ barang
pakai habis yang harganya relatif cepat berubah.
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(2)  Penetapan penyesuaian farif retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 26

(1)  Semua hasil pungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah ini harus disetor ke Kantor Instansi terkait
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Gubernur dengan suatu
Keputusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kepada sefiap unit pemungut Retribusi Daerah agar
mencantumkan jenis pelayanan dan besaran tarif Retribusi Daerah
di tempat yang mudah terlihat oleh Wajib Retribusi sesuai dengan
bidang tugas pelayanan masing-masing unit pemungut.

Pasal 27
Pemungutan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik

administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan di bawah
kordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan“-

Pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dan atau/ beium diubah
berdasarkan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal hai yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang
mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
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administrasi maupun teknis pemungutannya, dilaksanakan di-mk;aﬁ/_éh
kordinasi Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuanﬁ-
Pelaksanaan sepanjang tidak bertentangan dan atau/ beium diubah
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Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah,

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,/

% ISMETH ABDULLAH
C S
Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH .
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,
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